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Abstract 
The aim of this research is to know and to analyze the authority to publish the 
establishment of building license with implementing the law of jambi district No.09 
year 2010.  This research using the normative approach, and the field data as an 
additional data. The result is : there are two regulations that has been used in 
administering of the establishment of buliding license, they are the law of jambi 
district No. 06 year 2002, and in the technical in administering useing the law of 
jambi district No. 09 Year 2010.  
Keywords :   Authority, publishing of the  establishment of building license 
 
A. Pendahuluan 
Dengan bergulirnya reformasi yang diawali turunnnya Presiden Jendral 
Purnawirawan Soeharto dari jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia, dan 
naiknya jabatan Prof. Dr. Habibie dari Wakil Presiden menjadi Presiden Indonesia, 
sejak pemerintahan inilah terjadinya reformasi disegala bidang termasuk system 
ketetatanegaraan. Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberi tugas oleh 
UUD 1945, salah satu tugasnya adalah untuk merubah UUD 1945. Sesuai dengan 
reformasi yang terjadi lembaga inipun menjalankan tugasnya yaitu merubah batang 
tubuh UUD 1945 dan bukan pembukaan UUD 1945. 
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 Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamamdemen, 
pemerintah  daerah berwenang untuk  mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi  dan tugas pembantuan. Sebagai perwujudan dari  amanat UUD  1945 
setelah reformasi dengan tujuan perubahan kearah yang lebih  baik dari sistem 
pemerintahan daerah terakhir berlaku UU No. 32 Tahun 2004  Tentang Pemerintahan 
Daerah. 
Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004  prinsip pelaksanaan otonomi daerah 
adalah “ prinsisp otonomi seluas-luasnya nyata da bertanggungjawab.  Penjelasan 
Umum UU N0 32 tahun 2004 menyebutkan  Otonomi seluas-luasnya  artinya daerah 
diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan  pemerintahan di luar yang 
menjadi urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam  undang-undang ini.  
Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan 
pelayanan, peningkatan peran serta , prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang 
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata, adalah bahwa untuk 
menangani  urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan 
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh , hidup dan 
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Bertanggungjawab adalah 
otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus sejalan dengan tujuan dan maksud 
pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memeberdayakan daerah dalam rangka 
mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sehinggga dalam penyelengggaraan 
pemerintahan di daerah  dibagi kewenanangannya antara provinsi dengan kabupaten / 
kota. Pasal 13 dan Pasal 14 UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Derah telah 
menggariskan  tentang  pembagian urusan yang wajib menjadi kewenanangan daerah 
provinsi dan derah kabupaten/ kota. Menurut Pasal 13 UU No 32 Tahun 2004, ada 16 
urusan  wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. 
Dengan adanya pembagian urusan yang menjadi kewenanangan pemerintahan 
daerah  provinsi dengan daerah kabuapten/ kota sehinggga dalam peneyelenggaraan 
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pemerntahan tidak terjadi perebutan urusan. Dan secara tegas Undang-undang sudah  
menentukan apa  yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 14  huruf n. salah satu yang menjadi 
kewenanangan urusan pemerintah kota / kabupaten adalah, pelayanan administratif 
pemerintahan. Pelayanan administrative ini merupakan pelayanan public, salah satu 
bentuk pelayanan public adalah tentang perizinan. 
Di Kota Jambi sebelum keluarnya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa dalam proses perizinan dibidang apapun juga 
mekanisme perizinan dilakukan dan kewenangan dalam memproses untuk terbitnya 
suatu surat keputusan izin dilakukan oleh instansi atau dinas – dinas yang terkait 
dengan izin yang diminta atau dimohon. Tetapi dengan  keluarnya UU  No. 28 Tahun 
2009, bahwa sistem perizinan berubah atau mekanisme pengurusan izin dilakukan 
melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Satu Pintu. Kantor ini terbentuk berdasarkan 
Perda NO. 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 
Kota Jambi.  Mekanisme Kerja dari Kantor Pelayanan Satu Pintu adalah berdasarkan 
Peraturan  Daerah  No 09 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu. 
Menurut  Pasal 1 angka 15 Perda No 09 Tahun 2010, yang dimaksud dengan 
perizinan,adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksukan untuk pembinaan, pengaturan, 
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta pengunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Dengan berlakunya Perda No. 09 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Perda tersebut , 
mengatur setiap orang atau badan yang memperoleh izin harus mengajukan 
permohonan kepada Walikota melalui Kantor Penyelenggaraan Pelayanan terpadu 
Satu Pintu. 
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Berdasarkan Pasal 29 ayat  (3) , Perda No. 06 Tahun 2002 tentang Bangunan, 
mengatur Pemohon izin mendirikan / merubah bangunan harus mengajukan 
permohonannya secara tertulis kepada Kepala daerah melalui Dinas Tata Kota 
dengan melampirkan  persyaratan yang sudah ditentukan peraturan daerah tersebut. 
Pada saat sekarang isi kedua Peraturan Daerah tersebut timpang tindih, 
walaupun dalam  Pasal 16 Peraturan Daerah No. 09 Tahun  2010  menyatakan bahwa  
mengenai perizinan yang dimaksud dalam Pasal 3 Perda tersebut ( antara lain adalah  
perizinan tentang mendirikan bangunan) dapat diberlakukan sampai tanggal 1 Januari 
2012 , sementara sampai bulan Februari 2012 Peraturan daerah tentang perizinan 
mendirikan bangunan belum di syahkan.  Jadi untuk menjalankan administrasi 
pemerintahan dibidang perizinan mendirikan bangunan apakah sarana hukum yang 
akan menjadi pegangan pejabat yang berwenang, dan juga apa saja yang akan 
menjadi kewenangan pejabat Dinas Tata Kota ,Kota Jambi sebagai lembaga yang 
mempunyai kewenangan dalam proses penerbitan Surat Keputusan Izin Mendirikan 
Bangunan IMB ). 
Berdasarkan permasalah tersebut di atas peneliti ingin mengkaji atau 
menganalisis   permasalahan tersebut di atas dengan judul  : Kewenangan 
Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan  dengan dilaksanakannya Perda Kota 
Jambi NO. 09 Tahun  2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayan Satu Pintu. 
Kewenangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kewenangan dalam 
memproses izin mendirikan bangunan sampai keluarnya Surat Keputusan Izin 
Mendirkan Bangunan ( IMB )  semenjak dimasukan surat permohonan oleh pemohon 
kepada pejabat yang berwenang.  
 
B. Metode Penelitian 
Bentuk penelitian yang bersifat normatif dengan spesifikasi penelitian 
eksplanatoris, dimana penelitian ini menelaah dan mengkaji aspek hukum tentang 
kewenangan dalam proses penerbitkan surat keputusan  izin mendirikan bangunan di  
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Kota Jambi. Data primer dan data tertier berupa bahan-bahan hukum dan literature 
dikumpulkan melalui library research yang mencakup studi dokumen, untuk 
mengumpulkan data sekunder sebagai data tambahan dikumpulkan melalui field 
research dengan melakukan wawancara baik secara tertutup maupun terbuka kepada 
informan. Bahan hukum yang merupakan data primer, dan data sekunder yang 
dikumpulkan di lapangan ditunjang oleh  data tertier akan dikualifikasikan dan 
dipilah berdasarkan jenisnya . Untuk selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara 
kualitatif kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dan pernyataan, yang akhirnya 
menghasilkan kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. 
 
C. Hasil Dan Pembahasan 
1. Kewenangan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan dengan berlakunya 
Peraturan Daerah Kota Jambi NO. 09 Tahun 2010  Tentang Penyelengaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi.  
a. Latar belakang dibentuk Kantor Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu 
Satu    Pintu. 
    Latar belakang dibentuknya  Kantor Penyelenggaraan  Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu di Kota Jambi berdasrkan pada UU No. 25 Tahun 2010 tentang 
Pelayanan Publik, adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada 
masyarakat. Sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan  UU No. 25 Tahu 2010 
Tentang Pelayanan Publik, dewasa ini peneyelenggaraan pelayanan publik masih 
dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan  kebutuhan dan perubahan di 
berbagai bidang kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Hal ini 
disebabkan ketidak siapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang 
berdimensi luas serta dampak berbagai maslah pembangunan  yang  komplek. 
Sementara itu tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapakan pada harapan dan 
tantangan global yang dipicu oleh kemajuan dibidang ilmu pengetahuan, tekologi, 
transportasi, investasi dan perdagangan. 
Jurnal Ilmu Hukum 


39

  Untuk mennyikapi kondisi dan perubahan cepat di atas harus dilakukan 
secara bijak melalui langkah yang terus menerus dan berkesinambungan. Oleh 
karena itu diperlukan konsepsi pelayanan public yang berisi nilai, persepsi dan 
acuan prilaku yang mampu mewujudkan hak asasi manusia sebagaimana yang 
diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945. 
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Pelayanan Publik mengatur yang dimaksud 
dengan pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan /atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggra pelayanan publik. 
Penyelenggaraan pelayanan public yang selanjutnya disebut peneyelanggara 
adalah setiap institusi penyelengggra negara ,korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasrkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan public dan badan 
hukum yang dibentuk semata-mata untuk pelayanan publik.  
Dan untuk merealisasi apa yang diamanatkan UU No. 25 Tahun 2010, maka 
dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyelengggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka 10 
Permendagri tersebut menguraikan bahwa yang dimaksud dengan 
Penyelengggraan Pelayanan Terpadu satu Pintu ( PPTSP) adalah kegiatan 
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai 
dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 
tempat.  
Tujuan dan sasaran Penyelengggraan Pelayanan Terpadu Satu pintu adalah  
Tujuanya : 
1. meningkatkan kualitas layanan public, dan 
2. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh  
pelayanan public.  
Sasaran yang hendak dicapai , 
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1. terwujudnya pelayanan public yang cepat , mudah,murah, transparansi, pasti 
dan terjangkau. 
2. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan public. 
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah berdasarkan UU 
No. 32. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dan Pembagian urusan antara 
Pemerintah provinsi dan Pemerintah daerah kota dan Kabupaten  berdasarkan 
Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 . maka perlu dibentuk disetiap daerah 
perangkat daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
yang dibawah pembinaan Gubernur untuk provinsi dan Wali Kota/ Bupati untuk 
darah Kota dan Kabupaten.  
Sesuai dengan kebutuhan maka di kota Jambi sebagai perangkat hukum 
untuk membentuk lembaga Penyelengggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
terlebih dahulu harus dibentuk Peraturan daerahnya. Pada Tanggal 31 Desember 
2010 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2010 tentang Penyelegggraan 
Pelayanan terpadu Satu Pintu. Berdasarka Perda No. 09 Tahun 2010 tersebut 
dibentuk Lembaga/ kantor Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai 
pelaksana tugas harian walikota.   
 
 
 
 
 
 
b. Kewenangan dalam Penerbitan Surat Keputusan Izin Mendirikan  
Bangunan ( IMB ) dengan berlakunya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 
2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kota 
Jambi 
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Berdasarkan Perda No. 09 Tahun 2010 , dalam Pasal 2 mengatur pelayanan 
publik yang dberi tugas kepada Kantor Penyelenggaraan Pelayanan  Terpadu Satu 
Pintu terdiri dari  2  jenis pelayanan perizinan: 
a. pelayanan perizinan yang dipungut retribusi 
b. pelayanan perizinan yang tidak dipungut retribusi. 
Sebagaimana di atur dalam Pasala 3 Perda PPTSP, pelayanan perizinan yang 
dipungut retribusi yang diatur dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari : 
a. retribusi izin mendirikan bangunan 
b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol 
c. retribusi izin ganggguan 
d. retribusi izin usaha perikanan 
Pasal 4 Perda PPTSP mengatur tentang pelayanan perizinan sebagaimana 
yang dimaksud oleh Pasal 2 hurf b, yaitu pelayanan perizinan yang tidak dipungut 
retribusi terdiri : 
a. Surat Izin Tempat Usaha ( SITU) 
b. Tanda Daftar Industri ( TD) 
c. surat izizn usah perdagangan ( SIUP) 
d. tanda daftar perusahan (TDP) 
e. tanda daftar gudang 
f. pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet 
g. izin penyelenggaraan reklame 
h. izin jasa kontruksi 
i. izin pemborongan (SIP) 
j. izin usaha salon ,pangkas, pangkas rambut, tata riaspengantin dan perawatan 
tubuh. 
k. izin usaha rekreasi dan hiburan umum 
l. izin usaha hotel, pondok wisata, rumah pondokan dan perkemahan. 
m. izin usaha restoran, rumah makan ,kafe, kantin dan kedai makanan dan 
minuman 
n. izin praktek dokter, bidan,perawat, refraksionis,fisioterafis,ahli radiologi,ahli 
gizi, pengobatan tradisional,apoteker dan asisten apoteker. 
o. izin usaha rumah sakit,apotek,took obat, optikal, klinik, laboratorium, dan 
tukang gigi. 
p. izin pembuangan limbah cair 
q. izin pengunaan peralatan kerja di perusahan 
r. izin penyelenggaraan  pelatihan lembaga swasta 
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s. izin usaha bengkel, karoseri,/bak muatan dan cucian umum kendaraan bermotor 
t. izin usaha angkutan 
u. izin berlayar 
v. izin pendirian dan penggunaan gedung/container bahan peledak di daerah 
operasi daratan. 
w. izin pembukaan kantor perwakilan perusahan di sub sector minyak dan gas. 
x. izin pendirian dan usaha depot lokal 
y. izin mendirikan dan usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum.( 
SPPBU) 
z. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas  
aa. izin pangkalan minyak taanah 
bb.Izin juru bor 
cc. Izin perusahan pengeboran air bawah tanah 
dd. Izin eksplorasi air bawah tanah 
ee. Izin pengeboran air bawah tanah 
ff. Izin pengambilan air bawah tanah 
gg. Izin penurapan mata air 
hh. Izin pengambilan mata air/sumur galian bersifat komersil  
ii. Izin galian jalan 
jj. Izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parker oleh badan untuk 
umum. 
Setiap orang  atau  badan yang  memperoleh  izin harus mengajukan 
permohonan  kepada Walikota melalui Kantor Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. Dan peizinan yang diinginkan diproses oleh Kantor Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan dibidang teknis dibantu oleh dinas yang bersangkutan. 
Jenis perizinan yang harus diproses melalui kantor Penyelengggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Jambi berjumlah sebanyak 39 jenis 
perizinan. Dari 39 jenis perizinan hanya 4 jenis perizinan yang dipungut 
retribusinya dan 35 jenis perizinan yang tidak dipungut reribusi. Hal ini 
menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Jambi memang berupaya melakukan 
pelayana publik semaksimal mungkin. Dalam rangka penegakan hukum  
administrasi negara pemerintah daerah sudah melakukan upaya preventif 
(pencegahan) agar masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang harus punya 
izin tidak melanggar peraturan peundang-undangan yang berlaku. 
Tabel : Jenis Izin yang di Terbitkan Oleh Kantor Pelayanan Terpadu  
satu Pintu di Kota Jambi. 
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Nomor Nama izin Jumlah Tahun 
1. HO 300 2011-2012 
2. SITU 300 2012 
3. SIUP MIKRO 60 2011-2012 
4. SIUP KECIL 460 2011-2012 
5. SIUP MENENGAH 111 2011-2012 
6. SIUP BESAR - 2011-2012 
7. TDP 300 2011-2012 
8. IMB 830 2012 
JUMLAH          2.361  
Sumber Data : Kantor PTSP Kota Jambi 
Dari daftar tabel di atas dapat dilihat semenjak mulai beroperasional Kantor 
Pelayan terpadu Satu Pintu semenjak Tahun 2011 – sampai  September 2012 
sudah 2.361 jumlah jenis izin yang diterbitkan ,salah satujenis perizinan yang 
dipungut retribusi dan sudah diterbitkan Kantor PTSP  adalah Izin  Mendirikan  
Bangunan  yang  berjumlah 830, yang diterbitkan pada tahun 2012.  
Berdasarkan Pasal 16 Ketentuan Peralihan Perda No 09 Tahun 2010, 
mengamanatkan, Peraturan Daerah mengenai perizinan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 yang masih berlaku antara lain : 
a. retribusi izin mendirikan bangunan  
b. retribusi izin tempat penjualan minuman berakohol 
c. retribusi izin gangguan 
d. retribusi izin trayek 
e. retribusi izin usaha perikanan 
paling lambat sampai dengan tanggal 1 januari 2012 dan selanjutnya perlu 
membentuk Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-undang no. 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Amanat dari UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi 
daerah dan Peraturana daerah No.09 Tahun 2010 Peraturan daerah mengenai Izin 
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Mendirikan Bangunan paling lambat januari 2012 sudah diterbitkan. Tujuan dari 
UU ini dan Peraturan Daerah karena masalah izin mendirika bangunan merupakan 
izin yang sangat vital dalam peñata ruagan wilayak Kota Jambi. 
Sampai Agustus tahun 2012 Izin Mendirikan Bangunan yang di keluarkan 
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah  berjumlah 830 Surat Keputusan  IMB 
nya. Dalam kenyataannya sampai November 2012 bahwa Peraturan Daerah yang 
diamanatkan Pasal 16 Ketentuan Peralihan Peraturan Daerah No. 09 tahun 2010 
belum di syahkan oleh DPRD dan Walikota Jambi, berati dalam memproses Izin 
Mendirikan Bangunan masih berdasarkan  Peraturan Daerah  No. 06 Tahun 2002 
tentang Bangunan.  Kalau proses pengurusan  IMB  masih memakai Perda No. 06 
Tahun 2002, dimana prosesnya langsung melalui Dinas Tata Ruang dan 
Perumahan dan bukan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Apabila dihubungan tentang kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah  Kota Jambi dalam melakukan pelayanan public dengan membentuk Perda 
No. 09 tahun 2010 tentang PTSP dengan suatu konsekwensi hukum  berdasrkan 
Perda tersebut dibentuk Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 
beserta aparatnya. 
 Sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon , bahwa ruang lingkup 
pemerintahan berkaitan fungsi pemerintahan, yang dikatakan dengan pemerintahan 
ruang lingkupnya adalah eksekutif, dimana fungsi penguasa yang tidak termasuk 
dalam pembentukan undang-undang ( Legislatif ) dan  fungsi dibidang peradilan ( 
yudikatif).  
Dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dilakukan dengan mendayagunakan 
instrument-instrumen pemerintahan  yang diklasifikasikan sebagai berikut : 
1. Instrumen yuridis 
2. Instrumen Materil 
3. Instrumen Personil 
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4. Instrumen Keuangan 
 Dimana dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan bahwa ke empat 
instrument sangan erat kaitannnya dan harus saling menunjang, salah satu tidak 
ada pemerintah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai mana amanat peraturan 
perundan-undangan yang lebih tinggi. 
Instrumen Yuridis oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam memberikan 
pelayanan public dibentuknya Peraturan Daerah Kota Jambi N0. 09 Tahun 2010 
Tentang PTSP, walaupun pada saat ini dalam pelaksanaanya terbatas dalam 
pelayanan masalah perizinan. Menurut analisis penulis mengapa ini yang 
diutamakan, bahwa untuk  penataan ,perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah 
titik sentral adalah bertitik tolak dari masalah perizinan. Contohnya untuk penata 
ruang wilayah dalam penentuan kegunaan  lokasi harus ditertibkan dengan 
perizinan terutama  izin mendirikan  bangunan dan izin lokasinya. Dan untuk 
pertumbuhan ekonomi dalam penanaman modal bagi investor yang pertama itu 
harus penentuan lokasi sesuai dengan peggunaan wilayah, dan baru izin 
mendirikan bangunannya setelah izin mendirikan bangunan di syahkan investor 
harus mengurus izin usahanya. Makanya untuk perkembangan dan pertumbuhan 
suatu daerah masalah perizinan merupakan  titik sentralnya karena dengan izin ini 
akan menambah income dari pemerintah daerah.  
Instrumen  personil yaitu dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu dengan sendirinya harus ditambah perangkat daerah sebagai personil 
untuk menyelenggarakan tugas pelayanan publik. Dengan adanya penambahan 
perangkat daerah dengan sendirinya akan menambah keuangan atau anggaran 
daerah. 
Berdasarkan asas legalitas bahwa semua ketentuan yang yang mengikat 
warganegara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 
atau  berdasarkan kepada kewenangan yang dianut setiap negara hukum .  
Kewenangan  yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut 
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menurut Indroharto diperoleh melalui tiga cara yaitu : atribusi, delegasi dan 
mandat. Pada atribusi terjadi pemberian wewenang  pemerintaha n yang baru oleh 
suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disini diciptakan dan 
dilahirkan suatu wewenang yang baru. Dan legislator yang  kompeten untuk 
memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan: yang berkedudukan 
sebagai original legislator dan delegated legislator.  Original Legislator, dimana 
di Indonesia di tingkat pusat adalah  MPR yang membentuk konstitusi dan DPR 
bersama Pemerintah yang membentuk Undang-undang.Dan ditingkat Daerah 
DPRD bersama Penmerintah Daerah. Yang bertindak sebgai delegated legislator, 
Presiden berdasrka suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan  
Pemerintah dimana diciptajkan wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan 
Tata Usaha Negara tertentu. 
Dihubungkan dengan  kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
Kota Jambi atau yang dilaksanakan oleh Pejabat Kantor  Penyeleggaraan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan kewenangan  yang bersumber 
dari original legislator , dimana Peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Kota 
Jambi bersama Wali Kota diberikan wewenang ( atribusi ) kepada Wali Kota 
untuk menjalankan Peraturan Daerah tentang PTSP.  Dan  delegated legislator,ini 
juga terjadi  dimana kewenangan ini diberikan oleh lembaga legislatif berdasarkan 
Peraturan Daerah kepada Wali Kota dan Walikota  berdasarkan Peraturan Wali 
Kota  memberikan  kewenangan ini kepada Pejabat Tata Usaha Negara sebagai 
aparat yang  melaksanakan tugas harian walikota. Berarti kewenangan yang 
dimiliki oleh Pejabat Kantor Peleyanan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan 
kewenangan delegasi  dimana pelimpahan  wewenang dari walikota dan  
pelimpahan  kewenangan in harus berdasarkan Peraturan Wali Kota.    
D. Kesimpulan Dan Saran 
1. KESIMPULAN  
Setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2010, dimana dalam Pasal 
16 aturan peralihan dari Perda tersebut menyatakan paling lambat Januari 2012 
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peraturan daerah penggati Perda No. 06 tahun 2002 sudah disyahkan dan 
pengurusan Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan peraturan daerah yang baru. 
Dalam kenyataannya bahwa perda yang dimaksudkan belum juga disyahkan 
sampai November 2012. Pada hal sampai agustus 2012 sudah 830 Surat 
Keputusan IMB yang diterbitkan melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
Sementara prosesnya masih memakai Peraturan daerah No. 06 Tahun 2002. 
Dilihat dari kewenangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu , kewenangan tersebut sudah syah karena kewenangan tersebut diperoleh 
secara delegated legislator, yaitu kewenangan yang dberikan oleh walikota 
berdasarkan peraturan daerah kepada badan –atau pejabat tata usaha negara 
tertentu dalam pelaksanaan tugas harian  Wali Kota.  
2.   Saran 
Disarankan kepada Pemerintahan Daerah Kota Jambi bahwa dalam membuat  
substansi  dari peraturan daerah harus hati- hati dan di pikirkan untuk kedepanya 
apakah bisa terealisasi sesuai dengan amanat dalam peraturan daerah tersebut, 
seperti yang diatur dan dibunyikan dalam Pasal 16 aturan peralihan Perda no. 09 
Tahun 2010 yang menyebutkan paling lambat januari 2012 diberlakukan peraturan 
daerah yang menyangkut perizinan yang diatur dalm Pasal 3 Paerda tersebut. 
Berarti dengan konsekwensi hukum sesudah jaanuri 2012 sudah berlaku perda 
yang baru yang mengatur perizinan tersebut. Dan sebenarnya tidak usah 
disebutkan bulannya cukup menyebutkan tahunnya saja.  
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